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Hukum acara pidana ruengatur proses penyidikan dan penuntutan.Penyidik dan penuntut umum memiliki
kewenangan untuk melakukan penghentian penyidikan atau penuntutan dengan syarat-syarat yang telah
digariskan dalam KUHAP. Untuk menguji sah tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan tidak
dilakukan secara sah maka terbuka kesempatan untuk melakukan pengawasan dan koreksi terhadapnya.
KUHAP memberi hak kepada penyidik, penuntut umum serta pihak ketiga yang berkepentingan untuk
melakukan pengawasan dan koreksi melalui lembaga praperadilan.Menjadi perdebatan adalah siapa pihak
ketiga yang berkepentingan tersebut. Banyak pihak menafsirkannya sebagai saksi korban yang dirugikan
atas terjadinyatindak pidana serta pelapor. Dalam tindak pidana korupsi maka masyarakat adalah korban.
Korupsi telah melanggar hak sosial ekonomi masyarakat serta menghambat pembangunan yang hasilnya
seharusnya dapat dirasakan dan memberikan kesgjahteraan pada masyarakat. Sementara undang-undang
tidak secarategas dan jelas memberikan hak kepada masyarakat untuk mengambil langkah hukum apabila
terusik rasa keadilannya dengan dilakukannya penghentian penyidikan atau penuntutan tindak pidana
korupsi. Penegak hukum, termasuk juga hakim yang mestinya dapat menemukan hukum yang lebih
berpihak pada masyarakat dan lebih memenuhi rasa keadilan masyarakat justru sering bersikap tidak
menerima apabila masyarakat hendak melibatkan diri dalam proses peradilan pidana sebagai pihak ketiga
yang berkepentingan. Mereka lebih banyak berpikiran positivistik, legisme, yang hanya melihat pada
undang-undang sgja. Apabilatidak diatur dalam undang-undang bererti tidaka ada hak masyarakat
melibatkan diri dalam proses peradilan pidana.Untuk itu tesis ini meneliti dan menganalisa tentang 1)siapa
pihak ketiga yang berkepentingan yang dapat mengajukan praperadilan dalam penghentian penyidikan atau
penghentian penuntutan tindak pidana korupsi, 2) apakah yang menjadi alas hak pihak ketiga yang
berkepentingan dapat mengajukan praperadilan dalam penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan
tindak tindak pidana korupsi, dan 3) hambatan yang ditemui dalam praktek praperadilan oleh pihak ketiga
yang berkepentingan dalam penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan tindak pidana korupsi,
bagaimana hukum acara pidana yang akan datang mengakomodirnya.
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Code of criminal procedure regulates investigation and prosecution process. Investigator and prosecutor
have authority to ceasing investigation or prosecution by requirement as provided in code of crimina
procedure. Then, to test whether or not the ceasing of investigation or prosecution validly, it have
opportunity to opened case to supervised and correct. Code of criminal procedure had entitled to
investigator, prosecutor and third party concerned to supervised and correct with "pretrial” process. It had
been debated on which third party concerned is? Mostly parties interpreted as victim who had been harmed
from crime and the reporter. Actually, in corruption, the society is the victim. Corruption had broke social-
economics right of community and blocked the devel opment which the results should be enjoyed and
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contributed to society's welfare essentially. Meanwhile, the laws had not given right firmly and clearly to
society to have law procedure when their sense of justice had been distract, by ceasing investigation or
prosecution of corruption. In the other side, law enforcer including judge who ought to find law that more
prone to society and comply with sense of justice of them indeed, they had not received society who will
involve their selvesin criminal justice process as such third party concerned. Most of them had more
thought of positivistic legalism, solely, they laid case on legidation, so that, if it had not been provided with
legislation, then, society having not right to involve their selvesin criminal justice process. However, this
thesis researches and analyze regarding . 1) which third party concerned that may apply "pre-trial” to
terminate investigation or prosecution of corruption criminal act is?; 2) what kind of arguments of such third
party concerned to apply "pre-tria" in terminating investigation or prosecution of corruption?; and 3) the
obstacles founded in "pre-trial" practiced by such third party concerned in ceasing investigation or
prosecution of corruption, finally, how code of crimina procedure may accommodate it in the future.



